dua sebab: Perfama "secara akademik; pendei{a‘tan
‘pluralismhukun 'me_rupakan Jawaban kritis
terhada "_pandangaﬂ iega! centralism, suatu
pandangan yang:; enyatakan bahwa law:is-and
should.be the law-of the:state; uniform for.all per-
sons;iexclusive:o all-other-law.and administered
by.a srngle set: of; 'fate mstzfuttons (John Griffith,
:-1986) ldeoiog: sentrallsme hukum: dlarttkan
sebagai suaiu:: ideoiogl yang menghendak;
pemberlakuan: hiukum negara:(stale. faw): sebaga;
satu-satunya:-hukum:: “bagi: semuas Lwarga
masyafakat dengan mengaba:kaﬂ keberadaan
sistem-sisiem hukum yang: lain,: seperti-hukum
agama; hukumkebiasaan; dan juga semua bentuk
mekanisme-mekanisme.pengaturan. lokal-yang
secara empiris ber!angsung daiam.kehidupan

p 'rdebatan akadem:k yang ter;adi di- kaiangan ahlf - 2

"'hizkum segak ‘era .1970-an, seiring. .dengan tatciaw). ="
muncuinya gugatan dari para pengusung paham Sebab kedua adaiah secara empn’;k

kefbhi_nekaegﬁ h_ukum_(iegai p:_’uralism)_.?’ g --penuekatanp:_urql_m__muuku:_nsebagm jawaban aias

1 Disampaikan dalam Fortsm Diglog Perencanaan Pembangunan Hukim Nagionad yang dlseleﬂggarakan oleh Badan Pemamaan Hukum
- ‘Nasional, Kerieniian HUKom' dan‘Hak AsasiManusia Rl ianggal22-24 November 201, di-Jakarta. i
2:78laf pengajardi Jurusan Poiitik dan Pemarintahan, FISIPOL Universitas Gadjan-Mada: Yogyakatia. Alamat emall andw1pa@ugln ac, ld
3 -Becara akademik; piurahsme hukum® secara’ urniim ‘didefinisikan ‘sebagal sualu situasidi‘mana dua atat ‘lebin sister " Hilkur bekerja
“-secara berdampingan dalam susiu bidang kehidupan-sosial yang sama, atall ihiuk menjelaskan kéberatiaan dua atad’ lebin’ sistem
pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, aiau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinieraksi
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-keh;dupan masyarakat paska kolonial. Selain
mewarisi sistem hukum dan negara kolonial
'sebaga: hukum negara (stafe law), negara paska

masyarakai paska koioma! s'
lama ‘sudah tumbuh dan berkembang bentuk
mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (inner
order mechanisim atau self-regulation) dalam
komunitas-komunifas masyarakat yang merupakan
hukum yang secara lokal berfungsi, sebagax sarana

men}aga keteraturan sosual -

Sebaga! suatu konsep akademsk pengertlan
hukum:yang ber bhinneka:terus-dipertajam,
berkembang dan-bahkan: me_ng_alaml perubahan?
Menurut Prof-Sulistyowati;“pengertian pluralisme
‘hukum:pada masatawal sangat barbeda dengan
saatini. Pada ‘masa awalpluralisme hukum
diartikan’ sebagai ko-eksistensi‘antara berbagai
sistem 'hukum yang hidup ‘dalam:masyarakat.
Dalam hal“ini-para ahliv*sgkedar® melakukan
petvietaan terhadapkeanekaragaman hukum (map-
ping-of-legal universe): Melalui pandangan
pluralisme hukum, dapat diamati bagaimanakah
semua“sistem:hukum ters"ebut‘““-béroperasif’
bersama-sama dalany kehldupan sehari hari. -

Dalam perke b t nya mesk:pun
mas;h sermg menjadl acuan, panciangan legal piu~
raiist yang berkembang pada fase-fase awal itu
ke‘mudzan mendapai kritik. %’(i‘itik inilah yang
m _ buat konsep kebhmnekaan hukum men;adz
semakm dinaimis. Kritik pertama kemajemukan
hukum tidak terbaxas pada sistem hukum negara,
hukum kebzasaan atau huku agama sa;a ietapz

. _kemudzan diperiuas termasuﬁ ;u'qa szste“n normatn .

h”?Lm mlernaS!onﬂi
praktiknya, telah terjadi saling pengaruh di antara

7.2,
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pengaturan sendiri (self-regulation) dengan disertai
kekuatan-kekuatan pemaksa peniaatannya.

Kritik kedua, pandangan kaum fegal plura!fsz_‘

gara atau antara
nassonaf lokal. Dalam

sistem hukum. Sebagai contoh, persinggungan
antara hukum negara dan hukum adat, hukum adat
dengan hukum agama. Di Aceh, syariah Islam dan
Ssstem pemenntahan adat d;adopse dalam Qanurl
persentuhan antara gdat dengan agama daiam
Adat basandi sarak; ‘sarak:basaridi Kftabuilah
Derikian pula dengan: lntegraSi aﬂtara agama dan
adat di masyarakat Balj. =+

“ CKritik kez‘fga kema}emukan bukan hanya
kaiegon ‘hukom negara dengan hukum diluar
negara akan te’:apt sﬁat keragaman Juga tenad]
dalam S|stenj ‘hukum’ negara Pluralisme ‘d am
hukum negara tldak sa;a berasal dari pemb 'glan
jUi‘iSCflkSI normat:f sécara formal sepertl pengaturan
di‘sub national (iocal ‘state faw), badan-badan
korporasr Iembaga iembaga polmk badanub ]
ekonomi, dan badan: badan admlnlstras: yang
berada daiam satu sistem; tetap: 3uga dalam banyak
situasi dapat duumpa; adanya chorce oﬂaw bahkan
Gonfhcz‘ of faw :

Berpzjak dan kriﬁk kritik' 'i'tu, dalam
perkembangan selanjutnya, konsep plurai:sme
hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara
sistem hukum negara di satu sisi dengan sistem
hukum rakyat (folk law) dan hukum agama {reli-
gious -Jaw) "di sisi yang lain. Pada tahap
pérkemban'gah ini, konsep pluralisme hukum lebih
menekankan pada mi:eraKSi dan’koeksisiensi

yang berupa kapasiias kelompok-ketompok sosxal

berbagat sss’zem hukum yang mempengamhx

dalam satu kehidupah sosial, atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampmgan dalam
akilvitas-aktivitas dan hubungan-hubungan datam satu kelompok masyarakat, Lebih jauh that dalam Grifiths. John {1986}, What is legal

pluralism, .dalam journal of Legat Pluralism and Unifficial. jaw, number 24/2988. Alau Hooker. B (1975) Legai

- Colonial and Mea-Colonial Law, London: Oxford University Press.

Pluralism: Intr{)ducﬁon o

4 Bagaimana perkembangan dan perubahan pengertian pluraisme hukum blsa dlhhat dari pengamatan Prof Dr. Suhstyowat; Irsante M A,
-dalam. makalah berjudul “FPluralisme.Mukum sebagat Suatu Kensep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspekiif Global™ yang permah
disampaikan dalam seminar ienfang: “Pluralisme Hukum dan Taniangannya Bagi.Pembentukan Sisiem Hukum Nasional”; kerja sama
.-Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham FH Universitas Hasanuddin, dan Kantor Wﬂayah De;}kumham Suiawesi Selatan. Makassar,

A-2-Mei 2007,




n saix _g beﬂ{etérgantungan '

proses adopss ini beriangsung,

dapat | mehhat bagafmana kuatnya mstrumen hukum

__ !nt@mas;onaf teréébut An‘.!nya mereka dlharapkan:E

- Prof:
SUI;styowatl memberakan contoh yang menarik’
yaknizdalam soal hak ‘asasi manussa ‘DeklarasiHak:
Asasz Manus:a sedunia: yang dtkumandangkan?
48, diikutioleh: berbagax konvens;;i
mte naszonai dan deklarasi 'yang: ‘memuat pnns&p«-"
pfzns;h hak’ asasi‘mianusia Qampa; hariini;=kita:

membuat insirumen hukum di negara masing-
masmg yang menganui pr:ns;p~prmSip p@n@gakan

""'-*_man..zs;a aiau ha asasi pmem“uan

: mpeﬂgarum satu:
sama laing maka akan’ muncu! suatu sastem hukum?

tertentu t:dak oapat dupandang sebaga; suatu’
4 entitas yéang' 3eias batas- bazasnya kareéna:sudah®
. berbaur ‘satu ‘sama lain: Sehmgga berkembang*

bentu:knbentuk hu__kum baru yang tidak dapat diberi:
label ‘sebagai hukum negara; shukum adat; atau
hukum agama, sehingga: disebut sebagai, hybrid

Dalam kameks Indones:a pﬂrdebatan tentang-;
kema}emukan ‘hukum-bukan-sesuatu’ yang-baru;.
karena dalam. perspektzf historis,. perdebatan ini;
sudah. dimuiai di-era. koionlal Ketika:pada:
per_iengahan_ abad. 19 sampai awal.abad 20.ink
pemerintab kolenial Hindia: Belanda memutuskan:

untuk. memberlakukan hukum perdata:Belanda,:

maka hal.itu. menlmbuikan reaksi dari beberapa.
kalangan .sarjana -Belanda :seperti: ~Van:

Volienhoven, Snouck Hurgmm@ sgvipaiTer Hagi

Para indolog ini meyakini.-bahwa dalam kehidupan

*__masvaraka’c sudah se;ax lama “berlaku- sastem_
'_.jhukum yang selan;uznya cilsebui hukum adat.®

qleh _Srm Cic 'Hurgir' )

'h: ter;emahan dal’i lsh[ah Be%anda Adat Rech yang pefiama i{ah dlkemukakan
=3 dan seiaﬂjutnya d;guﬂai{an c%aiam bukunya De Ayehers (orang orang Aceh). Secara, etomolog| kata adat

- ungguhnya i}erasal dari kata Arab yang arinya keblasaan jilid bukmbuku pokok teniang hukum adat; Hat Adat Rechf Vai Nederiana’ch
“India (hukum adat Hindia” Belanda). Van Volienhoven, membagl witayah Hindla Belands menjadi 19 w;!ayah hukum adat; Aceh Tanah
Gayo, Alas dan Batak; Tapanuli Selatan; Minangkabatls, Sumatera Selalan; Daerah Melayu Bangks dan Baliting; Kalimanian; Minahasa;




Argumen ;sarjana -Indolog iternyata: ;cukup

pertentangan: antara apa yang:disebut:sebagai

meyakinkan: sehi n_:gg ai-pandangan mereka
mempengaruhi pelitik-hukum kolonia '

kemé}éiﬁiikén ‘huku

konteks'waktiiitu, ideologi nasionalisme cukupkua'i: _

r

nasional dengan penghormatan dan pengakuian

pada-kemajemukan.hukum: Rumusan-politik
rekognisi-atas keragaman:sangat jelas ini terlihat
dari-pasal:18.UUD 1845 dan.penjelasnnya.Dalam.

penjelasan UUD 1945, terlihat ada kesadaran yang.

kuat pengakuan bahwa dalamteritori negara Indo-
nesia:yang baru merdeka terdapat lebih kurang 250
zelfbesturendelandchappen-dan.volksgemenen

schappen, seperti.di desa di Jawa dan Bali, negeri

di:Minangkabau, dusun dan:marga-di Palembang
dan:sebagainya.. Daerah-daerah: itu-mempunyai
susunan:aslidan oleh karenanya dianggap.sebagali
daerah. yang-bersifat-istimewa,.Selain .itu;

dinyatakan bahwa:Negara:Republik Indonesia

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa:

dan:segala peraiuran. negara.yang mengenai
daerah-daerah itu akan. mengingat hak.asal-usul.

' Namun, dalam praktiknya, rumusan’ normatif

itu sulit untuk diterjemahkan dalam level prakiis.’
Dalam perdebatan akademik, ada dua

kemungkinan “pendirian dalam merespon
kemajemukan hukum itu: weak legal pluralisi dan
sttong Hegal pluralism.Dalam-pliralisme Hukani
yang“lemah; walaupunada-pengakuan-aias
kemajemukan hukum ‘namun, tetap berpegang
padasouveregnily hukum negara; hukum-hukum

vang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum:

negara. Dengan demikian, dalam persepkiif politik,
meskipun mengakui adanya keanekaragaman
sistem hukum, tetapi dalam prakiiknya akan ada

' agama bersifat’ partikularistik. Kedua,” hukum’
‘negara adalah pengejawaniahan cita-cita nasional’

municipal.iaw:sebagaiisistem: yang. dominan.

(hukum .negara),‘-;dgangan(s_em_iem‘; fawyang:infe

rior:

m kebiasaa

(bersama), sedangkan hukii

untuk-‘menyatukan’. Indonesia:sebagai satu
kesatuan politik-dan-pemerintah. Kefiga, hukum:
negara:adalah perwujudan hukum nasional sebagai
kekuatan-pembaru;: mendorong: terjadinya

perubahan danwujud masyarakat-masyarakatlokal
yang:berciri agraris:dan: berskala-skala lokal ke
pintu .gerbang-kemerdekaan yang sditandai:
kehidupan-kehidupan baru yang lebih:berciri urpan;
dan industrial dalam format:dan skalanya yang.
nasional (dan:bahkankini juga.global), o -wiae

- Semeniara itu, disisi’ yang berbeda, konsep
pluralisme hukum ‘yang kuat, didasarkan
pandangan bahwa semua sistermn hukum yang-ada’
dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat,

tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem
hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Semiia
hukum vang hidup dalam arena sosial:masyarakat
itu; sama keberlakuannya, dan kedudukan hukum
yang satu.tidak dipandang :lebih tinggi. daripada
hukum yang-lain. Konsep piuralisme kuat ini tentu.
saja mengandalkan sistem hukum di luar negara-
masih -hidup dalam masyarakat dan berada dalam:
posisiyang sama kuatnya dengan hukum negara::

- Dalam perspekiif iimu politik, pluralism hukum’
lemah atau kuat sangat ditentukan oleh relasi kuasa
antara state Jaw dengan di luarnya, Itu artinya,
dalam relasi kuasa itu akan dipengaruhi oleh posisi
tawar dan legitimasi dari masing-masing sistém’

-hukum. Ada.beberapa kemungkinan yang-bisa:

-~Gorontalo; Sulawesi Selatan; Kepulauan Temate; Maluku-Ambon; Irian; Kepulauan Timor; Bali dan-Lombok; Bagian Tengah Jawa dan.
Timur termasuk Madura; Daerah Kerajaan dan Jawa Barat. Bagi Van Vollenhoven, k&-19 wilayah hikum adat itu’ remiiiki adat dan Rukum
adat yang dipelihara, dipuptk dan dibina oleh masyarakat hukum adatnya, Pemberian kata adat dibelakang ksia hukum sehingga menjadi
hukum adat dimaksudkan untul membedakan hukum ini dengan peraturan-parasuran hukura kolonial lainnya. Namun bukan berartt tidak
ada perdebatan di antara mereka. Perdebatan menyangkut bagaimana pengarun agama dengan hukum adat. Bagi Van De Berg, adat
istiadat dan hukum adat adalah receptio seturshnya dari agema yang dianut oleh golongan masyarakatnya. Sedangkan, Snouck Hurgronje .

“dan'Van Viollenhoven menyatakan bahwa tidak semua dari hukurn agama diterima dalam hukum adat dan hanya beberapa bagian ferteniu

saja dari hukum adat, terutama‘bagian dan hidup manusia yang sifatnya pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup
_batin. Pendapat lain dibangun oleh Ter Haar yang mefihat bahwa banyak kaidah hukum dalam masyarakat, tidek dipengaruhi cleh agama,
mzlainkan hukum adat asli sastai dengan, susunan dan sirukiur rasyarakatnya. T ' o o




masyarakat Dalam situasi ‘seperti ini ‘akan te

pola substitusi, di mana dalam praktiknya hukur

_non state faw:lebih.dominan. atau bahkan:bisa

menggantikan state: faw.dalam: masyarakat Model:
hubungan yang; keﬂga adalah ketika'statedawiebih
kuat: dlbandmgkan nomn sz‘ate faw: Akibatnya,akan-
teﬁads ‘dominasi siatelaw atas non'state faw. Dalam:
konsep fegal piurahsm ‘model inl: disebutkan
sebagal weak-legal’ piurahsm Bahkan “dalam’
kerangka hubuﬂgan semacam’ini; “substansinon
state law akhirnya banyak mengakomodas; ‘state
faw."Model’ yang ‘terakhir adalah’ modei yang bzsa'

kebtasaan “hukum _gama kuatdaiam kehldupan'

sepanjang masm h:dup a‘an sesua: dengan:
perkembangan masyara!\ai dan prinsip Negara.
Kesafuan Repubhk !ndones:a . yang diatur dalam
Undang Undang” (Pasai ‘iSB ayat. 2) Kalau jtu
rumusannya, perianyaan yang muncul benkutﬂya
adalan; apakah itu artinya prinsip. pohttk rekognisi:
atas pluralism hukum bersyarat? Apa yang,

dimaksud dengan sepanjang masih hidup dan.

_disebut Failed Legal Pliralism di mana masma»: y

masing memiliki posisi yang lemah, sehingga da
prakttknya H dak acia yang m@m;hkr iaglttmast dalam
masyara&qat R : B

%"éasana Hukum %@gara dan Hukum Ada‘%: -

Pertanyaan yang ‘pasti ‘munetl ketika kita

melihat ada empat kemungkinan ini-adalah kita

sedang berdiri:dalam:model yang mana?:Dan ke

mana arah politik hukum nasicnal kita-ke depan?

sesual. dengan p@ﬂf@mbangam masyarakat dan
pnnsap N%{R!’? siapa.yang menentukan pemenuhan:
syarat tersebui? Hal ini.akan.memunculkan,
beragam tafsir meﬂgenat pemenuhan persyaratan
itu dan sudah dipastikan.akan lebih ditentukan olehy
pProses-proses. politik legislasi. Ataukah ini jangan-
;angan ini Eebih S@bagal se.ubung é::ian kua‘iﬂya
pandangan ak !egal plurai;sm ”daiam Konstﬁus& :
kata’? ' :




berbhinneka:tunggal ika' seharusnya: menyentuh

perdebatan arah politik’ hukum nasional yang ‘Kita

idealitakan: Setidaknya, hai itu bisa dimulaidengan

memperjeEaS konsep yahg h:dup dalam Konstitusi:
‘apa yang ‘dimaksud: dengan Negara
an: menghormai;f
sistemshitikuny ‘dan: mekamsme pengaturan sendm«
dalam! masyarakat? Kedua, baga mana.. pohtzké
pengakuan dan penghormaian itibisa: diwujudkan‘?;
embuat hal-itu tercerminzdalam

Peréam_
Reptibii

ndongsia’ mengaku; i

Bagalmanaz’
hukum i igara (sfafe Iaw)’? Ketaga, di tengah

peﬂgakuan dan‘penghorimatan: i bagasmana‘

menjamin fujuan naszonai sepertl tertulis dalam

pembukaan Konstitusi-bisas tercapaizmelindungi

segenap bangsa !ndones;a .dan. Seluruh Jfumpah

terklm pendekatan iegal pluraiasm baga!mana

mewujudkan proses, saimg adopsi, atau sa!mg_

pengaruh (anterdependensu mferfaces) antara
berbaga; sisten hukum?- Bagarmana mengadopsz
beberapa aspek dari common law yang terup dalam
masyarakai: ke dalam stafe’ faw? Dan’ baga;mana
menularkan prmszp prmsap penghormatan
perimdungan ‘dan pemenuhan hak Hak ‘asasi
manusia datam mekanisme pengaturan ‘dalam
komumtas‘? Keigma bagalmana menjamin’ adopsi
sistem hukum Jain di iuar negara ke dalam sfare
Jaw tidak memuncutkan ‘politik. represeni:asx yang
hegemomk dan dominasi dari ‘kekuaian® sosial
tertentudan sekahgus m@ngaba;kan kemajemukan
dalam masyaraka’z? Persoalan ini muiai muncul

__k.at ka beberapa Peraturan. Dadrah. (Perda)ﬂ

disebutkan didasarkan semangat anti p}urahsm

xarena hanya meﬂgakamodag kepeﬂtmgaﬁ

xe!ompok mayemaﬁ daiam kebz;akan pr!bi k

Wacana Relasi Negam daﬂ Agama

Esu kehma di atas semakin penimg untuk
d;perbancangkan karena dalam sejarah Repubtlk
ditandai dengan p@rd@batan antara relasi Agama
dengan negara. Boleh dikatakan wacana hubungai

hukum’? Keempat,, d"' ' 'am_ konteks g:merkembanganE

.,.WME@_,Amaag&pw@a@m@g»w@wm»mww@nga},arawgm -agama-agamalimaniadicpergulatan -

yangimuncul 'separnjang-sejarah Republik: Tapak
awal perdebatan nampak dalam sidang-sidang
BPUPKI; antara mereka: yang mengan;urkan:
negara 1slam dengan mereka yang memperﬁa-"
hankan negara vang bebas dari campur tangan:

“agama. Perdebatan itu akhirmya berhenti ketika the: '

founding fathers menghasilkan apa yang cf;sebut-f

- Mr. Soekiman ‘sebagai’ genflemen 's agreeiment.

yang diwujudkan dalam rumusan Pasal 29,
rancangan Konsti nesia merdeka.
Perdebatan muncul lagi‘sepanjang tahun 1957—}
1958, yang diakhiri sepihak dengan Dekrit Presiden’
5 juli 1959, Waiaupun demikzan dalam perjalanan
sejarah, perdebatan, tentang wacana hubungan
Negara—Agama beium sepenuhnya ’cuntas

Daiam PasaE 29 UUD 1945 muncul semacam
Genilemen’s Agreement yang menyebuikan;
pertama,:Negara berdasarkan atas-Ketuhanan
Yang Maha Esa; kedua, Negara.menjamin kemer-
dekaan -tiap-tiap -penduduk.- untuk -memeluk
agamanya masing-masing:dan untuk-beribadat
menurut: agamanya dan. kepercayaannya:itu..
Dengan demikian, Pasal.29. merupakan jalan.
tengah yang teiah dlambli oleh zhe founding fathers
yang. menempatkan negara. ]ndonesra bukan
negara agama, dan bukan Jjuga negara s;ek:uier‘=
namun sebuah negara yang drrumuskan seb' i
negara berdasarkan atas K@mhanan Yang Ma
Esa N

Dengan demlklan perdebatan"'--ta;‘am‘
menghas;l;{an titik kompromi the founding fathers
uintuk membangun-Negara Konstitusional. Relast
Agama dan:Negara-dilihat dalam. konteks prinsip-
prinsip Negara Konstitusional yakni: hak-hak warga
negara yang bersifat non-Derogable, terutama-hak:
beragama, dan. menempatkan negara sebagal
pemangku kewajiban. Negara menjadi pemegang
kewajiban (duiy bearer); untuk menghormaii.(io
respect) melindungi (fo protect) serta memenuthi (fo
fulfill) hak-hak warga negara, dan hak. asasi
manusia. :

1. Penghmmatan k@wajaban negara uma,.!»i
menahan diri untuk tidak melakukan intervensi.
atau tidak ada gangguan dalam peiaksamaaﬂ
hak kecuali atas hukum yang sah. .

Z. Perlindungan: mencegah peianggaran hak
- oleh pihak ketiga. _ et

3. Pemenuhan: penyediaan sumber daya dan
- hasil-hasil kebijakan. - . T




agama) ataﬁupun antar agama ba'l'k“ b@rupa
per@butan hegemam kiaum kebenaran maupun
pei’iamngan pengarun. Hasil akhir dari pertam;'agan

“semac m ity

g -poszs: dan kebijakan negara nd‘ak bisa lagi'semata-~
- mata: dllehat secara -norma'hf sebagal representam '

Sampa: di“sini, negara bis men;adt negara
”Gamang di‘mana? negara tidak men;aiankan
tugas konstltusronainya dengan bersrkap gamang

b‘eberapa ekspres; “dari - apartur negara
membiarkan penyerangan, tidak’ melakukan
jangkah preventii yang memadai, Demndak tetapi
terlambat:seielah m@mblarkan massa meﬂyerang
anau merusak Aparat keamanan terlibat, - tidak
meiakuﬁan law enforcemem ‘termasuk mengaba;-
kan keputusan yang teiah inkrah’ seria membsarkan
adanya keblja an yaﬂg 'skﬂmmaw

Berp gakdar feﬂomena yang muncui daiam dua

beias tahun terakhir, tidak adajalan iafn kecuali arah
poimk ?‘nsrﬂ“m dlkembnhkan ke pﬂm 53 &@@gr—ara
Konstitusional: negara hukum yang kuat karena

ciak dizentu;«{an oleh rehgio pofmcal power namun
kar@na men;aiankan tugas kons’fziusnonalnya untuk
menghormaﬁ {io respeci) melmdungz (fo prof@ci‘)
seria memenuhl (to fuiﬁ]l) hak- hak warga negara
dan hak asasi manusia.




~iugeperti Kapet-(Kawasa n;;ﬁ@ng@m,pﬁhgm,,,.

#Mempertegas-Bhinneka Tunggaldka: -0 o

= merayakan
_kemajemukan tanpa ada “Eapangan bersama” akan

mewujudkan c;ta~0|ta‘ naszon‘él

I..; Mengakui ke-Bhinneka-an . .. ... -

oo Politikd hukumsnasional seharusnya
= didasarkan. pada prinsip: keberagaman yang
¢ rsecara alamiah membentuk Indonesia:sebagai
~bangsa dan-sebagai kesatuan:administrasi
--pemerintahan. :Misalnya, .dalam-kebijakan
.- desentralisasi, pengakuan atas.ke-Bhinneka-
anyang kemudaan dituangkan da[an‘ kerangka
bi;akan desentral:saSI akan men;adi jawaban
atas masalah; ketegangan hubungan pusat-
daerah, disparitas kapasitas governability antar

-+ daerah;-variasi sosio-kultural, kebutuhan
~nodaerah karena karakter-karakter spatial/
--geogralis, kawasan dengan-desaian. dan
::kebutuhan sangat spesmk dan variasi
‘;___W}_kema;uan sosio-ekonomi, kawasan Hal. ini
. .dikenal sebagal _o'ﬁsep desentralzsasz
_;_'aszm tris.

Desen ai;saSi asxmetras segara: iegal-
_.,,_-konstttus:onai telah. memiliki. .akar.yang kuat
..+ pada konstiusi. Repubkak indonesia dan bahkan
-~ telah menjadl spirit yang, Enherent dalam
: _.,.penyusunan kerangka legal. dan, [mpiem@ntaSE
desentralisasi Indonesia se;ak awal
kemerdekaaan, meskipun tidak dirumuskan

o Rgtdratajam dalam réguiasi-regliasi nasional
~.mengenal deseniralisasi. Secara empirik,
-..deseniralisasi .asimetris-telah diprakiikkan di
1 ";d{}ﬁema sabagarmana daia"‘n kasus oionomi
_khusus NAD dan Papua, serta E«:e;st imswaan

. DIy dan DKI Jakarﬁa Bankan, beberapa desam
_"'_;keiembagaan yang teEah d:prak‘hkkan juga
. berangkat dari cara pandang asimetrisme,
" misalnya: pengembangan ragam zona spesnﬁk

penenmaan konsep plurai;sme hukum Ju ru

sengke‘:a—sengketa/perseilszhan di Gam ¢ Ang/
 Mukim (kampung) Geuchik adalah pen
masyarakai: disatu kampung ‘Jabatan ini dipi ih
" ‘oleh 'masyarakat dan’ d;teiapkan pemerintah.
2 \,:‘-Sementara Imum Mukimin adalah kepala ada’r
+di'satu kampung: Dalam Qanun'No. 8/2007 jfu,
suGelchik berwenang ‘menyelesaikan ‘serigkéta
< keluarga; antar keluarga, dan sosial‘dalam

- wakiu maksimal dua bulan: Jika dalam jangka

[Ekcnomi Terpadu); pusai-pusat-pertumbuhan,

:: _'kawasan otorita- (mtsainya Otoritas. Ba‘iam)

bisa diterapkan dan bahkan sudah “meiéméf’

" “ke local state law: Misalnya, di Kabupaten Pidie,
" Aceh yang memiliki'QanunNg. 8 Tahun 2007
" Tentang Penyelenggaraan ' Kehidupan Adat di
i KabupatenPidie. Dalam ganunitu diattt bahwa
raparat-pénegak-hukumiharus’memberi

kesempatan terlebih dahulu kepada Gewuchik
dan fmum Mukmin untuk ‘menyelesaikan

waktu tersebui masalah tidak selesai,»atau

__ pihak yang bersengketa tidak puas, maka
“'sengketa dibawa ke Imum’ Mukmm Kepala
“adat ini diberi kesempatan menyeiesazkan
' “masalah’ dalam ‘wakil ‘satu’bulan. Jika tidak

bisa diselesiakan maka baru sengketa t{u dapat
- 1‘d:lan;utkan ke penegak hukum negara

Daiam perspekt:f komparatrf Asrmeir;sme

"daiam pengaturan hubungan pusat-daerah
'sangat jamak dipraktikkan di berbagal negara
“baik karena alasan muitnkuiturahsme solusi
" atas gerakan segrega31 maupun desain
“nasional” untuk ‘menjawab” tantangan
“ripengembangansekenomisd an-globalisasi.
‘Gelombang praktik asimetrisme bahkan

menjadi kecenderungan sangat kuat:mulai
periode 1990-an, dan benar-benar menjadi

_jalan keluar atas keiagangan antara nasional
_ dengan sub- nassonai yang telah bariaﬁgsung

sanga’z pan;ang i berbagal negara Secara

~ garis besar desain deseniralisasi asimetris

d_lkg;_ﬂbangkan_ atas dua motivasi dasar, yaltu_._




panjang

. pemenntah nasional sesungguhnya fidak

- memiliki desain dasar asimetrisme, karena

isi asimetrisme sangat dltentukan oleh has:!
negc)SIaSI antara; pemerlntah nasional
- dengan “pejuang-pejuang” sub: nasuonai
“tersebut. Desain asimetrisme yang bentuk
'kebJ;akannya sering dliabeil dengan

- otonomi khusus ini _kemudian ‘menjadi

'semacam peredam gejolak pemisahan
seperti dalam kasus: 1) Quebec di Kanada,
2) Basque di Spanyol, 3) Aceh dan Papua
di Indonesia, 4) Moro di Fillipina, dan
banyak kasus lainnya.

Desain asimeirisme dengan zlasan
politik dan sosio-kuitural ini pada dasamya
memberikan pengakuan politik atas
kekhasan daerah. Dalam desainnya,
pengakuan secara politik ini diikuli dengan
perancangan desain kelembagaan politik
pemeriniahan yang berbeda dan desain
umum, sistern pembagian kewenangan
pusal — daerah yang bervariasi, seria
desain fiskal tertentu. Desain asimetrisme
karena alasan ini biasanya disusun secara

_ permanen karena menjadi solusi atas ™

pertanyaan- peﬁanyaan mtegrass sebuah
negara.

Motivasi ekonomi: penguatan kapasilas
pemerintahan lokal dan pengembangan
kasawasan-kawasan ekonomi terteniu

Deseniraliasi asimeiris tidak selaju
dipicu oleh motivasi politik, namun banyak
negara mengkaitkannya dengan
kebuiuhan pengembangan ekonomi,

B -'nas;onai untuk jangka waktu yang panjang,-f '
“ pengabaian “hak-hak  sosio-kultural -
e masyaraka‘t maupun represa poi:tik yang o

Daiam kerangka motlvas; pol;tlk znt.

P sebuah_ daerah 'memmki ‘kapasitas untukfi e
- ;menjalankan fungs: fungsn da:sa_r-_ o
- ““pemerintahan.’ Kasus peiaksanaan” :
_--'-'-desentrahsass di Namlbla ~di- mana__-__'j-_'-_f
' ._pemermtah nasmnal secara “aktifo
- -memberikan amstens: bags pemerintah.
‘lokalnya - untuk

terseienggaranya pemermtahan lokal
secara bask adalah contoh bark

Sementara itu, desam aszmetnsme
uniuk pei}gemb_angan kawas_an kawasan s
ekonomi tertentu dapat ditunjukkan dengan .
pemberian otoritas khusus oleh pemerintah
nasional kepada - daerah = untuk
mengembangkan ekonomi bagi sejumlah
kawasan vang dimaksudkan uniuk menjadi
jangkar perekonomian nasional dalam
menghadapi persaingan giobal. Kasus
Hongkong dan Macau daiam koniek China,
dan ZEE Batam pada masa Orde Baru
adalah contoh kawasan khusus dengan
mandat dan pertimbangan ekonomi.
Pertimbangan lain dalam motivasi ekonomi
adalah penguatan ekonomi regional
sebagai bagian uniuk menguatkan
pengembangan ekonomi nasional secara
merata. Pola Kapet vang dirancang pada
masa Orde Baru menjadi model ini.

Membangun ke-Tunggal lka-an

Pengakuan sias KeBhinnakasan

harus dipadukan dengan kebuiuhan
mambangun ke-Tunggal-lka-an. Prinsip
Tunggal ika bisa dijabarkan sebagal
kebutuhan Indonesia sebagai kesatuan
sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan.
Hukum negara harus dimaknai sebagai
kepentingan Indonesia, bukan hanya
kepentingan pemeriniah nasional, apalagi
lebih sempit sebagai kewenangan

.memastikan




d"ss;_

radasjarakrantara-statefaw:dengan

kepentingan Indonesia (nasional): Karena
bagalmanapun “hukum :tidak: sepenuhnya
= fimmuneZdanpolitik: ‘(ekuasaan seringkali
:i-menggunakan “stateslaw™ sebagai
=instrumen:polifik: Sehmgga state faw justru
. berbeda dengan: cita- cnta nastonal ketika
: "naf:on state: didmkan

Apa i:u;uan naszonat’? Daiam pembukaan UuD

ior "I'('i) Melmduﬁgl :

- Kementerian di tingkatpusat:Kadangkala _segenap bangsa:dan _seluruh, mg;_mgahmdarabﬂ@z») et

Memajukan+kesejahteraan: umum; (3).
mences‘daskan kehidupan- bangsa dan” {4y, lkut
seria memelihara perdamaian. dunia. Beranjak dari
csta cita, nasaonai ;tu maka hukum egara maupun
hukum'di luar negeﬁ memllzk: pertautan saimg jalin
! 'kerangka mencapa! cita-cita. nasional.
Dengan nalar. sepertl ini, hukum, nas;onai yang
maneka t;dakmen;adz'aia_t uni’uk mengakm
keberagam n, namun s aligus menjadf simpul
dalam mencapas tu;uan nas:onal :




